
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara · Republik 
Indonesia Nomor 1092); · 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) 
Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 
Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang 

. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Menimbang 

BUPATITAPANULITENGAH, u 

URA1AN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
DINAS. KELAUTAN DAN PERlKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN' YANG M.AHA ESA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 
NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

BERITA DAERAH 
KABUPATENTAPANULITENGAH 

I • I . 

I 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 
Nomor 10); · 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 
23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Tahun 2016 Nomor 23). 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada 

· Dinas Perngkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kata 
Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kelautan dan 
Perikanan (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 
2016 Nomor 1327); 

0 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

u 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan · (Lembaran Negara 
Republik . Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentbanl.kg 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 1 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran .Negara Republik Indonesia No~or 5587~, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah; 
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 
0 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 
9. Sekretariat adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; 
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah; 
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenan 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

u 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK 
DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 

Menetapkan 
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Pasal 2 
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Tipe C yang merupakan unsur 

u· pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
sebagian kewenangan daerah dibidang kelautan dan perikanan meliputi 
perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas 
Kelauatn dan Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin U saha Perikanan di bidang 
Pembudidayaan Ikan, Pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

Bagian Kesatu 
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BAB II 

ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yeng 
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/ atau keterampilan 
tertentu, yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli 
Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu; 
16. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN /PNS 

adalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; 
17. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam suatu Organisasi Negara; 
U 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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3. Seksi Pernberdayaan. 

d. Bidang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran; terdiri dari: 
1. Seksi Budidaya Perikanan; 

2. Seksi Pengelolaan Tempat Pelengan Ikan; 
3. Seksi Pemasaran. 

e. Unit Pelaksana Teknis. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Keciua 
SUSUNAN ORG·ANISASI 

~ Pasal3 
(1) Secara hirarki Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana 
Teknis dan dibantu Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; terdiri diri: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan; terdiri dari: 
1. Seksi Penangkapan; 

2. Seksi Perizinan U saha Perikanan · 
' 

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin U saha Perikanan di bidang 
pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

c. pelaksanaan evaluasi, administrasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan 
kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha 
Perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan, pemasaran dan 
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

d. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang 
diberikan oleh Bupati. 
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u g. 
h. 

i. 
j. 
k. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di bidang 
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 {satu) daerah kabupaten, 

b. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; 
c. pengelolaan pernbudidayaan ikan; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; 
e. pembinan dan pengawasan pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; 
f. pembinaan dan pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka 

menengah dan jangka panjang dinas; 
pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan; 
pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan; 
pemberian rekornendasi izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan; 
pemberdayaan masyarakat pantai; 
penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan 
kondisi lingkungan ekonomi daerah; 

1. pengujian teknologi dalarn rangka penerapan teknologi anjuran; 
m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan; 
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya 

di bidang kelautan dan perikanan; 
o. pelaksanaan pengembangan, pengolahan potensi kelautan dan perikanan 

dan pemasaran hasil perikanan; 
p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dinas; 
q. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

u 

Pasal 4 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan 
sebagian kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas 
pembantuan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengendalian. 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
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Sekretariat, menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Sekretaris; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan 
tugas-tugas/kegiatan bidang secara terpadu; 

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, 
aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; 

U d. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta 
evaluasi dan pengkajian secara berkala; 

e. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan 
data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 

f. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN), bantuan pinjaman dan/atau hibah; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dalam bidang penyusunan 
program dan evaluasi serta pelaporan; 

h. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; 
1. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan 

perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat; 
j. memproses dan meneruskan surat kepada Kepala Dinas; 
k. mengarahkan pelaksanaan tugas Sub Bagian yang menjadi 

bawahannya sebagai bahan enin 

u 

Sekretaris mempunyai Togas membantu Kepala Dinas dalam 
menyelenggarakan pelayanan administrasi merencanakan, memantau, 
mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan 
pengembangan dibidang kelautan dan perikanan serta pembinaan 
organisasi; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(2) 

Pasal 6 

(1) Sekretariat adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

r. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
s. 

' ' I 
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Pasal 7 
Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 8 
(1) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah: 

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan dan 

keuangan; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

~) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tehnis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan 
Keuangan; 

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

d. menyusun Rencana Kerja Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan 
Keuangan; 

e. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA); 

f. menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra); 
g. menghimpun dan menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan; 

U h. melaksanakan urusan penggajian ASN/PNS di lingkungan Dinas 
Kelautan dan Perikanan; 

1. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; 
j. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Sekretaris; 

k. memproses dan meneruskan surat kepada Sekretaris; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Perencanaan dan Keuangan 

sesuai dengan pedoman kerja; 
m. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bah.an 

peningkatan kinerja; 
n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan dengan Sub Bagian lainnya; 
o. menganalisa dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam berbagai 

m. 

pengelolaan administrasi keuangan; 
pelaksanaan tugas lain yang diberi.kan oleh Kepala Dinas Kelautan dan 
Peri.kanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

1. 
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Kepegawaian sesuai dengan Pedoman Kerja; 
n. menganalisa hasil-hasil pelaksanaa.n tugas staf untuk bahan 

peningkatan kinerja; 
o. mengkoordinasi.kan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dengan Sub Bagian lainnya; 
p. menganalisa dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris; 

Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 
d. menyusun Rencana Kerja pengelolaan Umum dan Administrasi 

Kepegawaian; 
e. menyusun rencana kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang dan 

kelengkapan kantor; 
f. mengelola surat masuk dan surat keluar; 
g. mengelola administrasi kepegawaian; 
h. melakukan examinasi terhadap produk hukum, surat menyurat yang 

dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan; 
i. mengelola barang inventaris kantor; 
J. mengelola kebersihan dan keamanan kantor; 
k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimba.ngan pemecaha.n masalah kepada 
Sekretaris; 

U 1. memproses dan meneruskan surat kepada Sekretaris; 
m. mengerahka.n pelaksanaan tugas staf Sub Bagia.n Umum dan 

u 

I 

I 
I 
I 
! 

a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi umum 

dan kepegawaian; 
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tehnis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Umum dan Administrasi 

Kepegawaian; 
c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Umum dan 

b. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah: 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris. 
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Pasal 9 
(1) Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

(2) Kepala Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan pada Dinas 
Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, penyusunan, pelaksanaan 
pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penangkapan, perizinan dan 
pemberdayaan; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
U Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan menyelenggarakan 

fungsi: 
a. membantu Kepala Dinas di bidang urusan penangkapan, perizinan dan 

pemberdayaan; 
b. menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, 

petunjuk dan pelaksanaan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang penangkapan, perizinan 
dan pemberdayaan; 

c. perumusan kebijakan di bidang penangkapan, perizinan dan 
pemberdayaan; 

d. pelaksaaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil; 
U e. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut 

ikanhidup; 
f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; 
g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

penangkapan, perizinan dan pemberdayaan; 
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penangkapan, 

perizinan dan pemberdayaan; 
1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penangkapan, perizinan clan pemberdayaan; 
j. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

penangkapan, perizinan dan pemberdayaan; 
k, perumusan pemberdayaan nelayan kecil; 
1. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil; 

I 

m. pelaksanaan administrasi penangkapan, perizinan dan pernberdayaan; 

Bagian Ketiga 
· Kepala Bida11g Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan 
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d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Seksi 
Penangkapan; 

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi penangkapan; 
V f. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang­ 

undangan urusan seksi penangkapan; 
g. melak:sanakan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya ikan dalam wilayah laut kewenangan kabupaten; 

h. melaksanakan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan 
kabupaten; 

i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah 
perairan kewenangan kabupaten; 

j. memberikan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola 
migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan 
kabupaten; 

k. melaksanakan pembinaan teknis di bidang penangkapan; 
l. melaksanakan dukungan dalarn penetapan kebijakan produktivitas alat 

tangkap dan 'armada kapal penangkap ikan; 

tu gas dalam 

Pasal 11 
( 1) Uraian tugas Kepala Seksi Penangkapan adalah: 

a. membantu Kepala Bidang melaksanakan 
melaksanakan urusan Seksi Penangkapan; 

b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penangkapan; 
c. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi Seksi Penangkapan; 

Pasal 10 
Bidang Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan pa.da Dinas Kelautan dan 

Perikanan, terdiri dari: 
1. Seksi Penangkapan; 
2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan; 

U 3. Seksi Pemberdayaan. 

n. menclistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan; 
o. membina dan memoti.vasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; 
p. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan 

tugas bawahan; 
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 
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(2) Uraian tugas Kepala Seksi Perizinan Usaha Perikanan adalah: 

a pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 
di bidang Pembudidayaan Ikan; 

b. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha 
pembudidayaan ikan {TPUPI); 

c. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut 
ikan hidup (TPKPIH); 

d. melakukan perumusan kebijakan fasilitasi Seksi Perizinan Usaha 
Perikanan; 

e. melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
kebijakan Seksi Perizinan Usaha Perikanan; 

f. melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 
pada Seksi Perizinan Usaha Perikanan; 

g. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 5 (lima) 
gross tonage (GT); 

h. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan sampai dengan 
5 [lima] gross tonage {GT); 

u 

m. memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi 

penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 
n. melaksanaka.n kebijakan pembangunan kapal perikanan; 
o. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan; 
p. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan 

penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten; 
q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

Penangkapan, Perizinan dan Pemberdayaan, yang berkaitan dengan kegiatan 
penangkapan ikan, daJam rangka pengambilan keputusan /kebijakan; 

r. melaporkan kepada Kepala Bidang Penangkapan, Perizinan dan 
Pemberdayaan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 

s. menyiapkan bah.an penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran 
SeksiPenangkapan; 

U t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegi.atan 
Seksi Penangkapan, sesuai ketentuan yang berlaku; 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
penangkapan, perizinan dan pemberdayaan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 

-12- 



(3} Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan adalah: 
a. menyiapkan bahan program kerja seksi pemberdayaan sebagai pedoman 

U pelaksanaan tugas; 
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi 

pelaksanaan tugas dinas; 
c. melakukan pembinaan ·dan pendampingan kepada nelayan; 
d. melakukan kemitraan usaha kelautan dan perikanan meliputi pra produksi, 

produksi, pasca produksi dan pengembangan; 
e. menyiapkan bah.an fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, 

teknologi. dan informasi kelautan dan perikanan meliputi penyebarluasan 
iptek, kerja sama alih teknologi, potensi sumberdaya ikan, perkiraan 
iklim/ cuaca; 

f. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan nelayan, meliputi. Pranata Sosial 
Nelayan, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Nelayan, Rukun Nelayan, 
Koperasi Nelayan; 

g. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan 

k, melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan standar mutu hasil 
perikanan; 

L mengelola pengembangan jaringan investasi dan usaha serta pernasaran basil 
perikanan; 

m. merencanakan pola pelaksanaan den pembinaan sistem pengawasan 
masyarakat ( SISW AMAS ) dalam pengelolaan sumber daya perikanan; 

v n. mengelola perizinan dalam bidang kelautan dan perikanan yang berwawasan 
lingkungan kelautan; 

o. menyusun rekomendasi hasil perizinan usaha perikanan sebagai rencana 
tindak lanjut; 

p. menganalisis dan mengembangkan kinerja seksi; 

q. melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang; 
r. melaksanakan tugas dan fungsi lain di bidang perizinan usaha 

perikanan yang diberikan oleh Kepala Bidang; 

1. mengelola pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan 
perikanan yang meliputi ilegal fishing, pengelolaan ketidakramahan 
lingkungan, standarisasi penggunaan alat tangkap, distribusi dan 
pengangkutan hasil perikanan, pengawasan sumberdaya non hayati dan 

pencemaran laut; 
j. melakukan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumber daya 

perikanan serta pendataan hukum bidang kelautan dan perikanan; 

;\ 
I. 

i\ 
I 
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pemasaran; 
e. merumuskan pembinaan teknis bidang Budidaya, Pengolahan dan 

Pemasaran; 
f. melaksanakan pembinaan kemitraan usaha dalam bidang Budidaya, 

Pengolahan dan Pemasaran; 
g. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Kepala Dinas; 

h. memproses dan meneruskan surat kepada Kepala Dinas; 
i. mengarahkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi yang menjadi 

bawahannya; __ L-~~~~~~~ 

I 
I 

I 
I 

Pasal 12 
(1) Bidang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Bidang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas di bidang urusan budidaya, pengolahan dan 

\,.) pemasaran meliputi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan kegiatan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi 
dan pelaporan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang 
Budidaya, Pengolahan dan Per.aasaran menyelenggarakan fungsi: 
a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya, 
Pengolahan dan Pemasaran; 

b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Buciidaya, 
Pengolahan dan Pemasaran sesuai dengan Rencana Kerja yang 

U ditetapkan; 
c. menghimpun data potensi dan produksi bidang budidaya, pengolahan 

dan pemasaran; 
d. merumuskan rencana kerja dalam bidang budidaya, pengolahan dan 

Bagian Keempat 
Kepala Bid.ang Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran 

h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban. 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

bidang tugasnya; 
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Pasal 14 
(1) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Budidaya Perikanan adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dalam 
melaksanakan urusan budidaya; 

b.. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Budidaya; 

c. menghimpun data produksi perikanan budidaya dan pelaku usaha 
perikanan; 

d. memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan tentang 
budidaya perikanan, hama dan penyakit ikan, pembinaan mutu pakan 
ikan dan oba.t ikan untuk peningkatan pengetahuan dart produksi 
perikanan budidaya; 

e. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Budidaya sesuai 
dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan; 

f. menyusun rencana kerja untuk pemanfaatan potensi budidaya 
perikanan; 

g. melakukan pembinaan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan 
(Pokdakan); 

h. mengelola ka.wasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW); 

1. melaksanakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan 
Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB): 

j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Balai Benih 
Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan R~lr--uo+ {TTDD\. 

Pasal 13 
Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari: 
1. Seksi Budidaya Perikanan; 
2. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; 
3. Seksi Pemasaran. 

m. 

1. 

k. 

menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas kepala seksi untuk bahan 

peningkatan kinerja; 
mengkoordinasikan pelaksariaan tugas Bidang Budidaya, Pengolahan 
dan Pemasaran dengan Sekretaris dan Bidang lainnya; 
menganalisa dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

J. 
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(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan 
Ikan adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dalam 

melaksanakan urusan Pengelolaan Tempat Pelengan Ikan; 
b. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Pengeloaan 

Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. menyiapkan bah.an perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelengan Ikan; 
V d. menyiapakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan 

dan penyelenggaraan Tempat Pelengan Ikan; 
e. mengumpulkan data, mengidentifikasi, dan menganalisis kebutuhan 

operasional kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 
Pelengan Ikan; 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan 
penyelenggaraan Tempat Pelengan lkan; 

g. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Kepala Bidang; 

h. memproses dan meneruskan surat kepada Kepala Bidang; 
1. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Pengelolaan Tempat 

Pelelangan Ikan sesuai dengan pedoman kerja; 
J. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan 

~~~~~~~~ 
peningkatan kineria: 

\, 
\\ 

\\ 
I 

\ 

pedoman kerja; 
o. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan 

peningkatan kinerja; 
p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Budidaya dengan Seksi 

lain; 
q. menganalisa dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
\..) r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. 

1. 

k. melaksanakan monitoring dan identifikasi hama penyakit ikan; 
menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 

Kepala Bidang; 
m. memproses dan meneruskan surat kepada Kepala Bidang; 
n. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Budidaya sesuai dengan 
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1. memproses dan meneruskan surat kepada Kepala Bidang; 
m. mengarahkan pelaksanaan tugas staf Seksi Pemasaran; 
n. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas untuk bahan peningkatan 

kinerja; 
o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran dengan Seksi 

lain; 
p. menganalisa dan mengarsipkan dokumen administrasi dalam berbaga:i 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran; 

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemasaran adalah: 
a. membantu Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dalam 

melaksanakan urusan Pemasaran; 
b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas seksi Pemasaran; 

U,· c. menghimpun data produksi perikanan; 
d. menghimpun data usaha Pengolahan dan Pemasaran; 
e. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Pemasaran sesuai 

dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan; 
f. menyusun rencana kerja peningkatan pengolahan dan pemasaran; 
g. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tentang teknologi 

Pengolahan Ikan; 
h. melaksanakan Program Promosi hasil produksi perikanan; 
1. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran; 
J. melaksanakan monitoring harga pasar perikanan; 
k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

U mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada 
Kepala Bidang; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Tempat 

Pelelangan Ikan dengan Seksi lain; 
1. menganalisa dan mengarsipkan dokumen · administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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(2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan 
. pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. 

Pasal 17 
( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala 

Bidang, para Kepala. Sub Bagian dan Para Kepala Seksi, wajib membangun, 
memelihara, membina dan melaksanakan komunikasi vertikal dan 
horizontal, koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah lainnya 
serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparan dan 
akuntabilitas; 

BABlV 

TATAKERJA 

i 
I I .... 

\U 
I 
! 

Pasal 16 
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 
Q (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam 

jenjang ja.batan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang 
keahliannya; 

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja; 

(5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional 
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

1; 
i 

\\ 

Ii 
I 

Bagian Keenam 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 15 
Pembentukan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 
akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. 

Bagian Kelima 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

-18- 



Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 10 Maret 2017 
SEKRETARIS DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

\1~. -: 
HENDRI SUSANTO ~ANTOBING 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 21 

BUKIT TAMBUNAN 

ttd 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 9 Maret 201 7 

Pj.BUPATITAPANULITENGAH 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 18 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 

lagi. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 
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